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I.

PENDAHULUAN

Salah satu substansi duri ke-
glalan vang  dilarung Undang-
Uniedang Nomor 3 Tahun 1999
fentiee Larungan Pruktek Mono-
podt dan Persaingun Usaha Tidak
Schat (UL Antimonopaeli dun Per-
samgan Usaha Tidak Sehaty ada-
Lidv hetentuan vung mengitur ten-
g persckongkelan tender, Ke-
tentan ersehut distur dalam Pa-
i 22 dan merupakan ketentuan
vang lehib khusus sifutnya dalam
ratgka menciprakan iklim usaha
sang kendusit guna mendukung
i muenumbuh kembangkun ke-

Sl Penzinas Pecnlis Thikum [Dueane)
o pordanaany Fabudis Fubuem Enisepsatis
Aarlarepa Sualin

oiatan penvedian barang dun atan
Jusa vang berkualitas serta harga
yang bersatng di tansh e La-
rangan persekongkolan tender ju-
gu diatur dalum  Undung-Undang
MNomer 18 Tahun 1999 rentang
Jusa Konstruksi ¢UUIKY o
Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tuhun 2000 tentang Penyelengga-
raan  Jasa  Konsiruksi. Prosedur
pelaksanaan tender untuk proyvek
pengadaan barang dan atau jasa
oleh  pemerintah  atou  Budang
Usaba  Milik Negawra (BLMN)
atan Badan Usaha Mihk Dacrah
(BUMD) yang dianggarkan da-
lum anggaran pendapatan dan be-
banja negura {APBND dan angga-
ran pendapatan dan belanji dacrab
{APBD) secara khusus puga sudah
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diatur dalam Keputusan Presiden
Nomaor 80 Tahun 2003 tentng
Pengadaan Buarang dansstau Jasa
aleh Pemerintah (Keppres No, 80
Tuhun 20031, vang telah meoga-
lami cmpat kali perubahan mela-
I Keppres No, &1 Tahun 2004,
Poraturan Presiden (Perpres) No.
32 Tabun 2005, Permres No. 70
Tahun 2005, <erta perubahan ter-
akiir dengan Perpres No, 85 Ta-
hun 2006

Keppres terschut berlaku un-
twk tender-render proyek di fing-
kungan departemen, lembaga pe-
merintah non departemen. peme-
rintah - dacrah, BUMN/RBUMD.
Kewntwan tersebut dibuat  agar
pengelolaan keuvangan  maupin
Kekayain negara  yang tertuang
dulam APBN/APBD maupun un-
ik penpembangan BUMN aww
BUMD duput berjulun lebih efek-
tit, clisien umuk mencapal kese-
Julilerian masyarakat. Namun da-
lin Kenyataannya persekongkolan
tender telah mengakibatkan kegi-
atn pembangunan yang dananya
berasal durt APBN  dikeluarkan
secara tidak bertanggung  juwab,
L'ntuk itelah, proses tender proyek
proyek pemerintah perlu lehib di
arshkan padu opava menciptakan
ikl persaingun secava sehat da-
iy preses pembangunan {Abdul
Hakim G, Nusantara dan Benny
K. Harman, 1999; 223

Mengingat dampak yany di-
nmbulkan  dun tindukan  perse-
kongkolan tender  sangat signifi-
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kan bagr pembagunan ekononn
nasional dan aklim persaingan
yvung sehat. maka pengararan ma-
saiith penawran tender tidak ha-
nyvie diwar dadem ketentuan ten-
tang Pengodasn Barang dan/lasa,
tetapr juga dhature dalam UU No. 5
Tabwn 1999 Larangan persekong-
kolan render diatur dalam Hukwm
Persaingan {ULU No. 5 ‘Tabun
1999y, Sccara prinsip  terdapat
empal (4 kategori kegratun yang
difurang. sakni pencrapan harga,
pembatasan atas produksi atau pa-
sokan {finitation of production or
suppivl pembagian wilayab pasar,
dan persckangkolan tender (Julian
Jumhiva, 2002 942y,

Catatan akhbir whun 2006 yang
dibual oleh Konmisi Penvelesaian
Fersamagn Usaba (KFPLY menye-
hutkan bahwa mekanisme penga-
dinin buwrang/pasy melalui twender
inasth diwarnat praktik  perse-
kongkolan yang cenderung meli-
batkan  pojabat birokrase  atasan
pamtia tender, Mereka dengan
sitngat leluasy berbuut juhat serta
kolust, Karena hampic tidak ada
dokumen  lertulis sebagai alat
bukti untuk meluscak  perbuatan
mereha  tAnonim,  2006: 21,
Hingga sehwung luporan dugaan
pelangzarun terhadap ULT Anti-
menopoli dun Persaingan Usaha
Tidak Sehal yang diterima oleh
KPPL. hampr 764 % diantaranva
merupukan  nusalall persekong-
kolan wnders Hal i merupakan
representas: kodisi persaingan
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dalam  proses  tender, prosedur
lender yang kompeltitif, terbuka
dan nduk erbatas untuk membe-
rikin peluang sebesar mungkin
bag pars pesenta yang berkeingin-
anberminat mengikwti - kegiatan
pengadaan/ender. Karena 1w pa-
nitia pengadaan diwajibkan untuk
menyebarluaskan  informasi  pe-
ngadaan barang/iasa secara terbu-
ka dalam proses pengadaan.

Hal lwmn yang perlu diper-
hattkun  sehubungan dengan ke-
piatan  pengadaanftender  barang
maupun jasa adalah adanya ke-
mungkinan terjadinya persekong-
kolan dalam proses tender terse-
but. Banvak dijumpar dalam prak-
tik, bahwa kegiatan tender barang/
jasa selalu dikaitkan dengan per-
sckongkolan, Nuansa persekong-
kolan atan konspirasi senantiasa
menyertal pada setiap  kegiatan
tender barang/jasa. Persekongkol-
un mempunyal karakteristik ter-
sendiri, karena datam persekong-
kolan {conspiracy/konspirasi) ter-
dapat kerjasama yang melibatkan
dua atauy lebih pelaku usaha yang
secara hersama-sama melakukan
tindakan melawan hukum.

Istilah persekongkolan (cows-
pirceyy pertama kali ditemukan
padas  Antitrust Low di USA me-
lslui  yunsprudens:  Mahkamah
Tertinggi Amerika Senkat, ber-
katan dengan ketentuan Pasal |
The Sherman Act 1890, Dalam
pasal tersebut  dinyatakan “per-
sekongkolan untuk menghambat
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perdagangan {consgirdcy in res-
traint of trade)”. Mahkamah Ter-
tinggi USA juga menciptakan is-
tilah concerted action, untuk men-
definisikan istilah persekangkolan
dalam hal menghambat perda-
gangan, serta mecrumuskan prin-
sip bahwa terhadap pelaku usaha
harus dibuktikan kegiatannya sa-
ling menyesuaikan berlandaskan
pada persekongkolan guna meng-
hambat perdagangan serta pem-
buktiannya dapat disimpulkan dari
kondisi yang ada. Berdasarkan
pengertian di USA iwlah, maka
persekongkolan merupakan suatn
perjanjian yang Kkonsekuensinya
adalah perilaku yang saling me-
nyesuatkan (comspiracy is an u-
greement which has consequence
of vconcerted actiony {(Knud
Hansen, 2002: 323-324).

Ada juga yang menyamakan
istilah persekongkolan/konspirasi
dengan istilah collusion (Kolusi),
yakni sebagai: A secret agreement
between two or more people for
deceiful or produlent purpose.
Artinya dalam kolusi tersebul ada
suatu perjanjian rahasia yang
dibuat oleh 2 (dua} orang atan
lebih dengan lujuan penipuan atau
penggelapan yang sama artinya
dengan konspirasi dan cenderung
berkonetasi negatif/buruk (Groiter
International Dictionary,  dalam
Ellyta Ras Ginting, 2001: 72).

Secara yuridis, pengertian per-
sekongkolan usaha atau conspi-
racy ini diatur dalam Pasal |
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angka 8 UU No. 5 Tzhun 1999,
yakm sebagal bentuk  kerjasama
ving dilakukan oleh pelaku usaha
dengan pelaku usaha fain dengan
maksud untuk  menguasal  pasar
bersangkutan bagr kepentingan
pelaku usaha yang bersckongkol
Dengan dermikian persekongkolan
dalam tender merupakan  suatu
bentuk kerjasama vang dilakukan
oleh dua atou lebih pelako vsaha
dalam rangka memenangkan pe-
serta tender tertentu.

Kegiatan  bersekongkol  atau
konspirast datam tender ini dapat
dilakukan oleh satu atau lehih pe-
SCrta yang menyetujui safu peserta
dengan hargu yang lebnh rendah,
dan kemudian melakukan pena-
waran dengan harga < atas bharga
peruszhasn yang direkayasa seba-
wap pemenang. Kesepakatan sema-
cam ini bertenlangan dengan pro-
ses pelelangan yang wajar, karena
penawaran umum dirancang untuk
menciplakan keadilan dan men-
jamin dihasilkannya harga vung
murah  dun  paling  efisien (R
Shyvam Khemani etal, 1999 23),
Karena itu, persekongkoelan dalam
penawaran tender dianggap meng-
halungi  terciptanya  persaingan
vang sehit di kalangan para pe-
nawar yang beriktikad baik untuk
melakukan vsaha di idang ber-
sungkutan.

Persekongkolan tender secara
khusus diatur dalam Pasal 22 1T
No. 5 Tahun 1999 yang menyata-
kan “pelaku usaha dilarang berse-
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kongkol denpan pihak lain untuk
‘mengatur’ (tanda koup dan pe-
nulisy dan atan menentukan peme-
nang tender. sebingga dapat me-
npakibatkan lerjadmya persaingan
usitha  trdak  schat™ Kata 'me-
npatu’ yang terdapat dalam  pasal
tersebut  dupat diartikan sebagai
suaty pindakan negatif (konota-
sinya negatit) yang berkait dengan
persckongkoiun,  Dalam  praktik
sialu tender yang ditawarkan oleh
pemerintah. misalnya. harus diatar
sccura transparandterbuka dengan
prosedur ertenty guna menen-
tukan siapa yang akan menjadi
pemenang tender.

Karena 1, yang dilarang da-
lam Pasal 22 UL No. 5 Tahun
1999 adulah persekongkolan
(eonspirvacy dan coffusion) antaray
pelaku usahs dengan pihak lain
dilam penentuan pemenang ten-
der. yakni melahn pengajuan un-
tubh  menawawrkan  harea  datam
memborong suall pekerjaan atad
Juga pengafuan penawaran harga
untuk pengudaun barang dan jasa-
Jasa tertentu.  Akibat dari perse-
kongkolan cdalam menentukan sia-
pa pemenang wnder ini. seringkali
timbul suatu Kondisi harrier o
erfry yang lidak menyenangkan/
merugikan bagl pelaku usaha {ain
Yang saiu-siina mengikuti wender
(peserta tender) yang pada gili-
rannya akun mengurangi bahkan
meniadakan persaingan itu sen-
diri.
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B. Unsur-unsur dan Bentuk
Persekongkolan Tender
Dalam Pasal 22 UU No. 5 Ta-

bun 999 persckongkolan tender

terdiri atas beberapa unser, yakni
unsur pelaku usisha, bersekongkol,
adanya pihak lain, mengatur dan
menentukan  pemenang  tender,
serta persaingan usaha tidak sehat.
Pelaku usaha adalah settap orang
perorangan atau badan usaha, baik
yang berhentuk badan hukum atau
bukan bhadan hukum yang didini-
kan dan herkedudukan atau mela-
kukan kegiatan dalam wilayah hu-
kum neguara R1. baik sendiri mau-
pun bersama-sama melalui perjan-
jlan, menyelenggarakan berbagai
kegiatan  usaha dalam  bidang
ckonormi (Pasal ! angka 5 UU

MNomor 5 Tahun 19994,

[siilah persekongkolan diarti-
kan sebagai kerjasama yang di-
takukan oleh pelaku usaha dengan
pihak lain atas inisiatif siapapun
dun dengan cara apapun dalam
upaya memenangkan peserta ten-
der tertentu. lstilah tersebut me-
ngandung unsur-unsue: kerjasama
antara dua pihak atan lebih, secara
terang-terangan maupun dengan
diam-diamm  melakukan tindakan
penyesuaian dokumen dengan pe-
serta lainnya, membandingkan do-
kumen tender sebelum penyerah-
an. menciptakan persangan sermu,
menyetujul dan atau memfasilitasi
terjadinya persekongkelan, tidak
menalak melakukan suatu tindak-
an meskipun mengetahui alav se-

patutnya mengetabui bahwa tin-
dakan tersebut dilakukan unmk
mengatur dalam rangka meme-
nangkan peserta tender tertentu,
pemberian  kesemnpatan eksklusif
oleh penyelenggara tender atau
pihak terkait secara langsung
maupun  lidak langsong kepada
pelaku usaha yang mengikuti ten-
der, dengan cara melawan hukum
(KPPU, 2005 : 8). Kerjasama an-
tara dua pihak alau lebih dengan
diam-diam biasanya dilakukan se-
cara lisan, sehingga membutuhkan
pengalaman dari lembaga penga-
wis persaingan usaha guna mem-
buktikan adanya kesepakatan se-
cara diam-diam.

Adanya unsur pihak lain me-
nunjukkan bahwa persekongkolun
selaluz melibatkan lebih dari sat
pelaku usaha. Pengertian pihak la-
in dalam hal i mehput para
pihak yang terlibat, baik secara
horisontal maupun vertikal dalam
proses penawaran ender. Berda-
sarkan keterlibatan pihak lain ter-
sebul, maka ada 3 hentuk perse-
kongkolan

Bentuk pertama adalah perse-
kongkolan horisontal, vakni tin-
dakan kerjasama yang dilakukan
oleh para penawar tender, mi-
salnya mengupayakan apar salah
satu pihak ditentukan sebaga pe-
menang dengan cara bertukar in-
formasi harga serta menaikkan
atau menurunkan harga penawar-
an. Dalam kerjasama semacam
imi, pihak yang kalah diperjan-
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jikan akan mendapatkan sub kon-
traktor dart pihak yang menang
atau dengan mendapatkan sgjum-
lah ving schogal fee sesum Kese-
pakatan di antard para penawir
tender.

Bentuk kedua adalah perse-
kongkolan tender secara vertikal,
artinya bahwa kerjasama tersebut
dilakukan antara penawar dengan
parmitia pelaksana tender. Dalam
hal ini, biasanya panitiz memberi-
kan berbagai kemudaban atas per-
syaratan-persyaratan bagi seorang
penawar, sehingga dia dapat me-
menangkan penawaran tersebut,

Bentuk ketiga adalah perse-
kongkolan horisontal dan vertikal.
yitkni persekongkolan antara pa-
mita tender wtau pamba letang a-
Lau pengguna barang dan jasa atag
pemilik atan pemberi pekerjuan
dengan pelaku usaha atau penye-
dia barang dan jaxa. Persekong-
kolan ini dapat melibukan dua
atau tiga pihak yang terkait datam
proses tender, misaklnya tender fik-
Hf yang melibutkan panitia, pem-
beri pekerpaan, dan pelaku usaha
yuang melakukan penawsaran seci-
ru tertup.

Sehubungan  dengan  ketiga
hentuk di atas, maka UNCTAD
teluh menctapkan, bahwa tender
kolusit pada dasarnya bersifut ant
persaingan, Karena dianggap me-
langgar tujuan perawaran tender
yiang sesungguhnyd, vailu menda-
patkan barang wlaw jasa dengan
harga dan kondis: yung paling me-

EOMPARAST PENGATIIRAN

PERSERONGRIMAN TENDER L INDONESIA L

nguntungkan pihak penyelengga-
ra tSacker dan Lohse, 2000: 313].

Unsur persekongkolan lender
thid  rigging) vang lam  adalah
“mengatur dan atuu menentukan
pemcnang tender”. Unsar i diar-
tkan sebagae suatu perbuatan para
pihak vang wrltbat dalam proses
tender secara bersekongkol, yang
bertujuan  untuk  menvingkirkan
pelaku usahn kain sebagai pesaing-
nya dansatan untk memenangkan
peserta  lender  terteniu  dengan
berbagal cura. Pengaturan dan/
dtau penentuan pemenang tender
tersebut meliputi, antara tatn, me-
netapkan krilcria pemenang. per-
syaratan teknik. kevangan, spesi-
fikasi, proses tender, dan sebagai-
nvi. Pengaluran dan penentuan
pemenang tender dapat dilakukan
secara horisontal maupun vertikal,
artinyi buik dilakukan oleh para
pelaku usaha atau pamitia pelak-
KM

Unsur vang terakhir dari ke-
tentuan  fentang  persckongkolan
adalah terjadinya "persaingan usa-
hi tidak sehat™. Unsur ini menun-
jukkan  hahwa  persckongkolan
menggunakan peadekatan ride of
redson. karena dapat dilihat dari
kalimat “sehingga dapat mengaki-
batkan terjadinya persaingan usa-
ha tidak sehat™. Pendekatan rufe
of reason merupakan suaty pen-
dekuatan hukum wung digunakan
lembaga  pengawas  persaingan
usaha (sepertr KPPL! di Indonesia)
untuk mempertimbangkan faktor-
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tuktor kompetntif dan menetapkan
livak wion tdakoya suatu ham-
butan perdagangan. Artinya untuk
mengetahw apakah hambatan ter-
=chut hersifat mencampuri. mem-
pengarthi. wau  bahkan  meng-
mangey  proses  persaingan (B
Thomas Sullivan dan Jeffrey L.
Hirrison, 1994 85}

(. Penerapan Sanksi Hukuvme

nva

Penerapan hukum persaingan
usaha harus ditujukan kepada the
actrad and. or potential business
conduct of firms in @ given market
e not on the absedute or relative
size of the firmy, Artinya, penga-
wasan vang dilakukan oleh oto-
ritas persaingan usaha harus tebih
ditokuskdan untuk  memlal segi-
seui Dehavior  practice,  seperti
halnyva dengan tender kelusif dan
bukun diarahkan pada segr struk-
lur pasar schagaimana dalam Ke-
giatun  merger  (Firoz  Gaffar,
20050, I8

Tender kolusif mengutamakan
aspek perilaku (Didik 1. Rachhing,
2001: 131} berupa perjanjian un-
tuk bersekongkol yang umuomnya
dilakukian secara diam-diam (A
M. Trianggrainic 2005: 363 lihat
juga Asril Siompul, 19690 32),
Perilaku yang dimaksud adalah
perilaku saling menyesoaikan me-
Jalul koordinasi sccara sadar atan
disengaja untuk mencapai mjuan
vinyg suma dalum bentuk konspi-
rasi usaha yang umumnya tidak

mengikat pihak-pihak vang terli-
bat. Melalui persekongkolan da-
lam tender, pihak-pihak yang ter-
libat berupaya untuk menghindan
semaksimal  mungkin  tekanan-
tekanan yang ada akibat ketatnya
persatngan usaha dan melalui per-
sekongkolan masing-masing pela-
ku usaha memungkinkan untuk
meningkatkan keuntungan tahpa
harus melakukan kinzrja persa-
ingan yang sehat (Koud Hanscn,
2002 B4-85 lihat juga Ningrum
Natasya Sirail, 2003; 210}

Praktik persekongkolan telah
meluas di kalangan dunia usaha,
terutama pelaku usaha yang mela-
kukan transaksi bisnis dengan pe-
merintah melalui persckongkolan
dalam tender. Praktik tersebut me-
rupakan bagian dari praktik per-
buruan renle ekonomi dalam sis-
tem ekonomi politik yang buruk
yang mengakibatkan inefisiens:
dan ekonomi biaya finggi. Mele-
mahnya ekonormi indonesia kare-
na hutang dan anggaran belanja
negara yang tiduk efisien dise-
babkan pula oleh persekongkolan
tender pengadaan barang dan atau
jasa, khususnya barang dan jasa
pemerintah. Praklik persekongkal-
an dalam tender terkait pula de-
ngan praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) yang meluas di
indonesia, baik pada masa lalu
maupun pada masa sekarang ini
{Didik J. Rachbini, 200§: 139).

karena itu, UU Antimonepoli
secard tegas menclapkan 2 jemis
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sanksi vang dopat dikenakan ter-
hadap pelanggaran ketentuan UL
tersebut, khususnya pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 22, Pasal
23, dan Pusul 24, yaitw sanksi
admimstratil dan sanksi  pidana
yang berupa pidana pokok dan
pidana tambahan [Paal 48 Ayal
(21 dan (3}]. Ketentuan Pasal 47
Avat (1) UL Antimonopoeli me-
nyalakan bahwa KPPLU  berwe-
nang uniuk menjatuhkan sanksi
berupa tindakan administratif ter-
hadap pelakn usaha yang melang-
gar ketentuan UL Anumonopol,
sedangkun ketentuan Avai (2) me-
netapkan bentuk-bentuk undakan
admimistratit, termasuk pelanggar-
an terhadap Pasal-Pasal tersebut
di atas.

Adapun sanksi pidana denda
vang dikenakan terhadap pelang-
garan ketentuan Pasal 22, Pasal
23, dan Pasal 24 UU Antimono-
pole adaleh pidana denda antara
Rp. 5.000.000.000,00 sampai de-
ngan Rp. 25000000 000,00 atau
kurungan penggant denda selama
5 butan. Selanjutnya sanksi terha-
dap pelanggaran ketentuan Pasal
41 ULl Antimonopoli adalah apa-
bila pelaku usaha menolak beker-
Jisama dalam penyelidikan atau
pemeriksazan  dengan  ancarnun
piduna denda Rp. 1.000.000.000,
(0 sampai dengan Rp 5.000.000.
G000 [Ane Siswanty, 2002 95-
96). Ketentuan Fasal 49 LU Anti-
maonopoll menetapkan bahwa san-
ks prdana pokok tersebut dapm
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discrtai dengan pdana tambahan
herupa pencabutan ijin usaha atau
larangan menduduki jabatan dire-
kst utau komisaris sekurang-ku-
rangnya 2 tahun dan selama 5 ta-
hun bagi pelaku wvsaha yang ter-
bukti melakukan pelanggaran LU,
penghentian tindakan atau kegiat-
an tertentu yang merugikan orang
lain  {Rachmadi  Usman, 2004
121-122).

Dalam pelaksanaannya, penc-
rapan sanksi pelanggaran terhadap
ltrangan persckongkotan tender
tersebut  memerlukan  koordinasi
cfektif dengan pihak Kepolisian,
Kejaksaan  Agung  dun Komis
Pemberantasan Tindak  Pidana
Korupsi {KPK) (Rachmadi Us-
man.  2004:  121-122),  karena
umumnya praktik persekongkelan
dulam tender terkait dengan indi-
kiasi KKN yuang meluas, batk pada
misa Jalu mavpun sekarang.

Dalam persekongkolan tender
vertikal maopun gabungan hori-
zontal dan vertical,  penafsiran
sempit kKewenuan Pasalb 22 UU
Antimonopali yang hanya menga-
tur persekongkoelan dalam tender
yvang ditakukan oleh para pelaku
wsaha dan fdak  memuat unsur
keterlibatan pejubat atau panitia
lelung, memben pengaruh besar
terhadap penerapan sanksi yang
diberikan hepuda pejubat atau pa-
nitia lelang. walaupun vang ber-
sinpkutan terhibat dalam  perse-
kongkolan tender tersebul.
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). Modus Persekongkolan Ten-
der dan Kaitannya Dengan
Kartel
Persekongholan tender diang-

gap menghalang) terciptanya per-

saingan yang schat di kalangan
para penuwar vang beriktikad baik
unluk mielukukan usaha di bidang
hersangkutan.  Berkaitan  dengan
hal int. UNCTAD menetapkan,
bahwa tender kolusit pada dasar-
nya berstlat anti persaingan, ka-
reny dianggup melanggar tujuan
penawaran tender yang  sesung-
guhnya, yalo mendapatkan ba-
rang atau jusa dengan harga dan
kondisi yang paling menguntung-

Kan pihak penyelenggara. Dalam

prakuknya terdapat beberapa me-

kunisme  {metode)  beroperasinya
persckongkolan  penawaran ten-
der, antary |ain:

. Tekanan terhadap penawaran
ihid  suppressfon},  artinya
bahwa satu atau lebih penawar
seluju untuk menahan diri un-
ik tidak mengikuti pelelang-
an. atau menarik penawaran
yang telth diajukan sebelum-
nya, agar penawar lain dapat
mermenangkan pelelangan it

2. Penawaran yang saling me-
lengkapi (complementary bid-
ding), yailu kesepakatan di
antarg pard penawar di mana
dua atau tebih penawar setuju
terhadap siapa yang akan me-
menangkan penawaran, Peme-
hang yang dirancang kemudi-
an mengatakan kepada pena-

war lain mengenai harga vang
direncanakan, sehingga mere-
ka akan melakukan penawaran
dengan harga yang lebih ting-
gi. Pemenang yang dirancang
akan memerintahkan penawar
lain untuk menawar di tingkat
harga yang ditentukan, sehing-
g4 harga penawaran calon pe-
menang menjadi lebih rendah
dari pada pesaing vang Fain.
Tindakan tersebul mencipta-
kan kesan seolah-olah terdapat
persaingan sesungguhnya i
antara mereka, sehingga kon-
traktor yang dirancang berha-
it memenangkan tender;

Perputaran  Penawaran  atau
Arisan Tender (bid rotdation)
adalah pola penawaran tender
di mana satu dari penawar se-
tuju untuk kembali sebagai
penawar yang paling rendah.
Dalam hai ini, penawar tender
lain (selain pemenang yang
sudah  ditentukan  sebelum-
nya}, secara bersama-sama a-
kan menawar setinggi-ting-
ginya, sehelum sampai pada
gilirannya untuk memenang-
kan tender. Seringkali perpu-
taran (arisan) int menetapkan
adanya jaminan, bahwa mere-
ka akan mendapat giliran un-
tuk memenangkan tender. Ka-
dangkala dalam beberapa pola
semacam ini, terdapat perjan-
jlan  untuk  mengantisipasi,
bahwa penawar yang kalah
dalam tender akan menjadi
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sub-kontruktor  bagi  pihak

yang dimenangkan.

4. Pembagian Pasar {(Market Di-
vistan ) adalah pola penawaran
tender yang terdin dari bebe-
rapa cara untuk memenangkan
tender 'melaluwi pembagian pa-
sar. Melalui metode ini, para
penawidr dupat merancang wi-
layzh geografis maupun pe-
linggan wrtenty, schungga jika
terdapat kontrak di wilayah
lertentu, seluruh penawar su-
dah mengetahui penawar ma-
na yang akan memenangkan
ender.

Dalam semua mekanisme pe-
nuwaran tersebut di atas, peme-
nung tender atau penawar yang
lebih murah, dapat mengamankan
kesepakatannys  melalui pemba-
varan langsung terhadap para pe-
nawur lainnya. Pembayaran terse-
but dapat beruyjud pembayaran sg-
jumlah vang atag melakukan per-
janjian sub-kontraktor dengan pe-
nawar yang kalab. Namun demiki-
an, tindakan ini sangat beresiko,
karena baguimanapun juga per-
junjian tersebut adalah dlegal. Me-
[alul aktivitas tersebul, kontrakior
dapal diarggzap menghambat atw
melirang sub-kontraktor menjual
Jusanya secara bangsung kepada
pemerintah, di mana hal ini ber-
wentangan dengan hukum, Segala
macam komisi yang terkandung di
dalam fransaksi antura kontraktor
dan sub-koniraktor dianggap seba-
gal pelanggaran hukum.

KOMEPARAS! PENGATURAN
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Berbagal pola persekongkolan
penawaran lender tersebut di atas
akan lebih mudab dilakukan da-
lam keglatan usaba tertentu yang
memiliki fasilitas kartel, Pendapat
ini  didasarkan  pada  beberapa
alasan, antara lain:

Pertama, struktur pasar kartel
menyedinkan  kesempatan bagi
perusabaan-perusahasn untuk ber-
kevmunikast satw sama lain, Datamn
hal ani. erdapat pula kemudahan
hagi perusahaan-perusahaan unuk
membuat perjanjian, misalnya di
muna industri-industri - memiliki
fusilitas  melakukan  pertemuan
melalur asosiasi, dan memiliki se-
buah forum vang dapat dipakai
untuk menutupt kegiatan pertemu-
an mergka. Pemenntah kadang-
kula memberikan fasilitas terscbut
melalul  pertermuan pra lelang
(preehid meetings).

Kedus, pasur bersifat sedemi-
kian rupa sehingga perusahaan-
perusazhaan dapat mendeteksi ke-
guralan dalam mematuhr  suatu
kescpukatan. karena ketidakpatuh-
an  dianggup  sebogal  penipuan.
Cuara vang paling scderhana bagi
porgsahaan untuk mendeteks:
wdanya penipuan adalah dengan
menghadiri pombukaan  lelang.
Sehagiun bexar leling umumnya
hersifut terhuka bagi publik, se-
hingga para pinak yang bersaing
dapat mengetabui jika  terdapat
snggota konspirasi yang ternyata
memberikan penawaran harga le-
bih renduh dan pada harga yang
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tebah discpakati sebelumnya, Ke-
mampuan untuk mendeicks: ada-
Vil Penipiaan g cukup penong
aung mendeteksi keberhasilan su-
akl hariel, Segala hal vang memu-
dabkan unwik mendeteksi secara
cepal  adunya perusahazan vang
menipa akan dapat menimgkatkan
wibawa kartel.

Ketiga,  kintel harss  dapat
menghukum perusahaan vang me-
lukukuan penipuan. Sebagan contoh
nusalnyva, sebuah perusahaan vang
melakukan penipuan akan dipecat
keanggotiannya dafam kanel, se-
hingea para anggota kartel daps
melakukan penawaran yang lebih
rendah dari anggola yvang dikefu-
arkan guna menghukum perusiha-
an yang melakukan pentpuan ter-
sebut. Cara lainnya adalah, para
anueota kartel dapal mempenga-
ruhi para sub-kontraktor dan para
pemasok agar menelak uatuk ber-
tratsiksi dengan perusahaan peni-
pu. agar perusahaan tersebut tidak
nmpu memenuht kewajiban da-
fam perjangian.

Keempat, perjanjian lebih mu-
dab umuk dilanggar jika kesepa-
katan tersebut hanya menyangkut
saty masalah  tertentu, misalnya
mengenat harga. Jika undangan
felang mengandung berbagar ma-
cam tuktor seluin harga, maka
karel harus dapat meyakinkan pa-
i anggotanya untuk menyepakat
keseragaman  faklor-faktor terse-
but. Jika tidak. maka pemenang
vang dirancang, yang menawar

dengan harga terendah. dapat di-
kalahkan penawar lam didasarkan
atay faktor-faktor lain selain har-
ga, misalnya mutu atau kuoalitas
harung danfatau jasa yang dila-
warkarn,

PENGATURAN

PERSEKONGKOLAN
TENDER D! JEPANG

Dampak persekongkolan ten-
der mengakibatkan kerugian yang
signifikan, baik terhadap pelaku
usaha, pesaing, maupun kepada
masyarakat secara luas. Karena
1tu, hampir semua negara meng-
anggap perlu melarang secara
tegas kegiatan tersebut. Bahkan,
sudah sejak lama menganggap
kesepakatan di antara para pena-
war untuk tidak bersaing sebagai
tindakan curang  (fraudulent)
(Robert E. Connally, 1992: 499).
Meskipun demikian. dalam per-
kembangannya tidak muduah bagi
lemnbaga pengawas  persaingan
maupun pengadilan untuk mene-
tapkan aktivitas tlertentu sebagai
persekongkolan tender {(fid rigg-
ing). Mengingat dampak yang
ditimbulkan atas persckongkolan
tender sangat signifikan. beberapa
negara menganggap pertu menga-
tur tindakan tersebut dalam UU.,

Pengaturan bid rigging {perse-
kongkolan tender) di Jepang ter-
dapat dalam The Jupanese Ant
Monopoly Act (The AMA) Article
2 (6}, UU No. 54 Tahun 1947
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tentang Larangan Monopaoli Pri-
budi dan Pelaksanaan Perdagang-
an  Secara  Terbuka, yang
mendefinisikan:
Hi‘irf"”.‘l'r’.l‘”ﬂhff' fF.\'frHl‘ﬂF (Jf rrﬂ‘ﬂl{’
ay diseed in thiv Act shall mean
sich Brisiness activities, by whiefr
WY enrerprenelr. by contract.
cErecEnat or any  ofher  con-
certed wclions, frrespective of s
uaintes, wiek other entrepreneurs,
mutually resteict ar eonduct their
business oacuvites (v such
manrer ay fo fiy, meintain, or
fireredve PHees, o ta limie pro-
ductiont.  fechmology,  products,
fucifitics. or cusiomers or sup-
pivrs, therebny causing, contrary
L the public idteress, o subs-
fantial restraing af competition i
aiy particelur field of trade.

Istilah concerted action diar-
ukun sebuga fmplied arreements
(perjanjian lerselubung) atay Ko-
munikasi yang saling mengun-
tungkan di antara para pihak.
Muksud dari perjanjian  terselu-
bung (dium-diam} tersebut dupat
dibukukan  dengan  bukti-bukti
yang secarad ndak laogsung me-
nunjukkan adanya perjanjian. Ber-
kaitan dengan hal ini, fupanese
Fair Trade Commission (JFTC)
menernukan concerted action se-
baga perjanjian penetapan harga
dalum tender minyak. Pengadilun
Tinggi Tokyo menguatkan putus-
an JETC, vang menyatakun:

i ix abvious Miat we can rea-

sonably find the sume farts re-

FKOMPARASI PENGATURAN
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purding price fixing wgreement

as the FIC decision if we exd-

mine the evidence listed in the

FTC deciston as a whele, There-

fore, the fuct finding of  the

defencunt doer nor conflict with
reavonafile  inference  (Hiroshi

Iyomn, 1995 74),

Sebagal pelaksanaan  Article
2.6 The AMA tersebut di atas.
muka:
¢. Pada tahun 1984 Japanese

Fair  Trade  Conunission

(JETC) membentuk  Guide-

lines under Antimonapoly Luw

Sur Activities of Trade Asso-

ciatienry (Construction fndis-

vy Guidelinesy (Jon R. Gray,

1996: 453);

i Ketika JFTC menetapkan The
Guidelines Concerning Distri-
bution Systems and Business
Practices di tahun 1991, me-
hyatukan bahwa jenis kolabo-
rasi seperte Kesepakatan kartel
dun A regging adalah iilegal
{Jon K. Gray, 1996 281)
Bahkan. 1 negara-negara
yang tdak memiliki undang-
undang persaingan seringkali
MEngulE 1entang penawaran
tender secara khusus. Keba-
nyakan negara memperlaku-
kan tender kolusif lebih ketat
duripada perjanian horisontal
luinnyi, karena mengandung
unsur kecuringan dan beraki-
bal merugikan terhadap pem-
belenjuur  pemerintah dan
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angeeuran Newara (Sacker and

Lohse. 2002 313y
o Moengineat banvak kasus prid

rigping vang melibatkan aso-

st dograns. maka pada
rangeal 5 Jul 1994 JFTC rea
membentuk Guidelines Con-
cernirg MNe o dctiaties et

Froms cond Frode Associeriong

w i Hevond o Faiiio B
o Punla tabwr 0T JFTO rogs

menerhithal Goedldeiine s arder

the Anrimtoneody Law mae Acs
riries o Trade Assoctations

Maksud pencataran im adalah

Lntuk  poegah asosiasi-

weosiast Juzang vang bertin-

b sghugin koerdinator dalam

ser~chonzkolan  tender  dan

poriiaky luin vang mengham-
bl persaingdn,

Dalum pelaksanaan peraturan
tersebut. maka JFTC menempuh
beberapa tindakan yang bertujuan
mencegah berkembangnva perse-
kongkolan tender, yakni antara
bain:

. Mewanbkan para pelinggar
untuk membatalkan perjanjian
penawaran yang dibuat oleh
perusabaan  dan mengumum-
kunnya < keran dan media la-
mnva, JFTC juga memerin-
tabikan  untuk  menghentikan
kegtatan dan mewadjibkan pi-
hik pelanggar untuk melapor-
kannyu ke JFTC;

Menetapkan denda adminis-
trutif. dengan cara mengena-
kan pungulan tambahan atas

b

produk dari penawar yang
dimenangkan. Besarnya biaya
ini adalah 6% dari harga pe-
nawaran yang dimcnangkan
untuk perusahaan besar, dan
3te untuk perusahaan mene-
ngah dan kecil:
JFTC daput menetapkan denda
rdana terhadap kegratun vang
meianggar Hukum Arbimone-
polic Guna merealisie hal i,
pada tanggal 20 Jum 1990
JFTC membentuk standart pe-
nuntutan dalam Cuidelines of
the Fair Trade Commission
Concerning Accusations of
Violations of the Antimonopiy
Law.
Sebagai bentuk hukuman pi-
dana, tersangka dapat dikenakun
denda maksimal sebesar YEN 5§
juta atap hukuman penjara mak-
simal tiga tahun. D1 lain pihak,
perusahaan  vang  twrlibat  Aid
rigging dapat dikenukan hukuman
sebesar dua kah hipat atau denda
maksimal YEN 100 juta (Naoki
Okatani, 1995 254-255). Kondisi
tersebut menunjukkan pelanggar-
an terhadap persekongkolan ten-
der dapat dikenakan baik denda
administratif maupun pidana.
Prosedur yang digunakan bagi
kegiatan pengadaan barang dan
atau jasa maupun kontrak kerja
pemerintah Jepang diator dalam
Pasal 29 Ayat {3}, {5} dan (6} UU
Nao. 35 Tahon 1947 tentang Keikei
Ho (Kevangan). Dalam undang-
undang tersebut yang dimaksud

Tak




dengan penawaran curang dalam
lender  (persckongkolan  lender)
acdalah sebuah kegiatan atau prak-
ik yang dilakukan diantara para
pemberi penawaran harga dalam
proses penawaran Kontrak peker-
jaan umum serta provek {ain yang
ditawarkan oleh pemerintah. Pem-
bert penawaran harga (penyeleng-
para tender) dapat serta berpolensi
melakukan kolusi maupun perse-
kongkolan serta memutuskan per-
usahaan/pelaku usaha mana yang
mendapatkan order tersebut dan
harga kontrak yang diharapkan.
Kemudian setiap penawar {pesernta
tender} melakukan penawaran
harga, yang mana pemenang kon-
irak telah ditetapkan dan harga
kontrak akan dimenangkan oleh
penawar tertenty dengan bak dan
berhasil.

Di  Jepang., persekongkolin
penawaran tender dan kartel di-
angpap merupakan nndakan yang
seCcara serius membenkan penga-
ruh negatif bagi ekonomi nasional
{Kazuhiko Takeshima, 2005: 12
Bid rigging dalam industri kons-
truksi merupakan salah satu akar
penyebab korupsi di kalangan ka-
um politikus dan pejabat negara.
Perkara/kasus tersebut dikenaf de-
ngan sebutan “skandal kontrakrar
umum”, dan  hal in mengakibart-
kan kerugian, karena masyarakat
pernbayar pajak harus membayar
behan biaya konstruksi yang ting-
gi. D1 samping itu persekongkolan
tender jelas melanggar aturan ser-

KOMPARAS! PENGATURAN
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ta ketentusn persaingan  usaha,
yilng scoara inlernasional merupa-
kan had yang umum.

Selain dan apa yang sudah
diutarakan, dalam Pasal 2 Ayat
6y LU No. 54 Tahun 1947,
Jepang diatur pula tentang larang-
an persekongkolan tender yang
dilakukan antar beberapa perusa-
haan serta larangan secara subs-
tansil  persammgan pada  bidang
wsaha tertentu dalam kepentingan
public, misuslnya kariel. Ketika se-
buah asosiasi  perdagangan (ker-
tel) terlibat  persekongkolan ten-
der. maka berdasarkan Pasal 8
Avat (1} UL No. 54 Tahun 1947
di Jepang. bentuk kegtatan yang
dilakukan oleh asosiasi perdaga-
ngran tersebut dilurang,

Apabila ada suatn perjanjian
yang secara eksphsit dilakukan
cleh pary perusahaan {pelaku usa-
hia} yang mengatur tentang harga
dan  pemenang  kontrak, maka
tindakan tersebut dianggap seba-
pa illegal. Selun ilu, gentfemen
agreement (perjanjian yang dise-
pakati, tetapl berlako atas pe-
ngertian bersama di antara me-
reha) diunggap sehagai kesepakat-
an yang eksplisit puta. tanpa meli-
hat. upakah tindakan yang secara
cfektif daput menjamin penerapan
sanksi vang ada bagi pihak-pihak
yang melangzgar kesepakatan ter-
sebut. Sebagai hasil pertukaran
mformasi antara perusahasn saty
dengan perusabasn lainnya yang
dilakukan atau disepakati secara
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dium-diam, maka hal inipun juga

merupakan  bentuk  pelanggaran

ethadap undang-undang, walau-
pun  keputusan  secard  eksphsit

tduk dibuar pada saat i,

Dalam beberapa kegiatan yang
ada, asosiasi perdagangan (kartel)
secary khusus  acapkali menjadi
surany/media terjadinya penawar-
an tender secara curang (perse-
konskolan tender), schingga JFTC
telah menerhitkan 3 {tiga) paket
pedoman  guna  mengontrol/me-
nguwasi  Kegiatan asosiasi pet-
Jogangun tersebut, yaitn antara
lain:
|. Pedoman Kegiatan Asosiasi

Perdugangan berdasarkan LU
Antimonopoli  yang  dibuat
pada tahun 1984 oleh FTC.
Pedoman FTC tersebut berisi
tentang pengaturan guna men-
cegah  asosiasi  perdagangan
herindak sebagar koordinator
dulam kegiatan persckongkol-
an wnder. Keterlibatan Asosi-
asi perdagangan  (sebetulnya
merupukan sebuah kartel) da-
lam kegiatan persekongkolan
tender acapkall justru meng-
hambat persaingan usaha. Ka-
rena 1 Keterlibatan asosiasi
perdagangan harus dijauhkan
dari kegiatan tender dan diatur
secara khusus dalam sebuah
pedoman.

2. Pedoman Berbagan Kegiatan
Asosiusi Perdagangan dalam
[ndustri Konstruksi yang Ter-
libat Dalam Proyek Pekerjaan

‘

Publik Berdasarkan ULl Anti-
monopeli. Pedoman ini diter-
bitkan eleh FTC pada tahun
1984, dan ini merupakan pe-
doman yang dibuat khusus da-
lam bidang konstrukst vang
diperuntukkan bagi perusaha-
an konstruksi pada provek
pekerjaan  umum/publik, In-
dustri konstruksi di Jepang
yang ikut serta ambil bagian
dalam proyek pekerjaan pu-
blik adalah sebuah industn
yang mensubkontrakkan pe-
kerjaan berdasarkan satu kon-
trak, dan biasanya dilakukan
perusahaan dengan skal kecil
dan menengah. Karena adanya
persaingan yang begitu Kuat,
maka beberapa industr ter-
sebut masuk ke dalam kontrak
tanpa mengambil keuntungan.
Dengan adanya karakteristik
industri konstruksi seperti imi,
maka kemungkinan perusaha-
an yang terlibat dalam pena-
waran tender secara Curang
(persekongkolan tender} se-
makin tingg.

Akhirnya Pedoman Berbagai
Kegiatan Asosiasi Perdagang-
an dalam Industri Konstruksi
yang Terlibat Dalam Proyek
Pekerjaan Publik Berdasarkun
UU Antimonepoll yang diter-
bitkan oleh FTC pada tahun
1084 dihapus. Sebagal ganti-
nya dibuat pedoman baru,
yailn Pedoman Kegiatan Kon-
traklor dan  Asosiasi Perda-
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gangan yang Techibat Dalam
Penawaran Pekerjaan Umum
Berdasarkan UL Antimono-
poli vang diterbitkan pada Juli
1994 (Pedoman Proyek Peker-
jaan Publik}. Pedomin terse-
but hingga sekarang masih
berlaku dan dipatuhi  secara
konsckuen oleh para pelaku
usaha di Jepang dalam rangka
mengikuti kegiatan tendee/pe-
lelangan pengadaan  barang
serta jasa yang berkait dengan
pekerjaan umum.

Berdusarkan ketenluan Pa-
sal 25 UU Antimonopoll dan
Pasal 709 KUH Perdata (Jepang),
pembeli di bawah kontrak (peme-
rintah) dapat mengajukan gugatan
ganti rugl terhadap  perusahaan
yang terhihar dafam kegiatan per-
sekongkolan tender. Selanjutnya
pada bulan Mei 1992, FTC juga
menerbitkzn "Pedoman Ketentuan
Maienal (Ala Bukti) Berkaitan
dengun Gugatan Ganti Rugi Ter-
hadap Pelunggaran UU Antimo-
nopoli”. Guna mengurangi beban
yang harus dipiku] oleh penggugat
berkenaan denean alat bukti yang
harus dipersiapkanaya, maka FTC
mengklarifikasi pedoman tersebut
untuk menyerahkan penyediaan
alat bukti tersebut kepada penga-
dilan untuk membuktikan ada atau
tidaknya pelanggaran atau timbul-
nyu kerugian.

Dalam dasawarsa terakhir i,
perusahaan yang terlibat dalam
kegiatan  persekongkolan  tender

KO PARASI PENCGATURAN
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acapkali menghadapi tuntutan dari
pura pemegang saham serta mi-
syarakat, Berdasarkan amande-
man UU Perdagangan pada tahun
1992, paragrap 4 yang ditambah-
kun pada Pasal 267 menyatakan
buhwa perncgang saham  dapat
mengajukan gugatan hak property
(dengan hanya membayar biaya
miateral sehesur 8,200 YEN). Pada
tahun 1993 ada beherapa peme-
gang saham yang mengajukan gu-
gatun  atas gant: rupt sebesar 99
juts YEN terhadap Shigeru Hon-
da, mantan Chainnan Hazama-
Gumni, serta terhadap 4 (empat)
orang Direktur Manajemen. De-
mikiun pula dalam paragrap 1.4
Pasal 242 Ayar (2) UL Peme-
rintaban Duerah dijelaskan. bahwa
ketika pimpinan  serta  pegawai
atoritas publik daerah diketahui
atau kedapatan oleh masyarakat
lelah membayar secara illegal atau
tidak sah, maka masyarakat yang
mendapali para pegawal oforitas
melakukan tundakan illegal dapal
mengajukan gugatan kerugian di
wiluyah pejabat ataupun pegawai
otoritas publik dacrab 1lu berada.

. PENUTLP

Persekongkolan tender di In-
donesia diaor dalam Pasal 22 UU
No. 5 Tahun [999 dan untuk
mwneegah udanya persekongkolan
tender  wrsebut  KPPU juga
membuat Pedoman Pasal 22 UU
No. 5 Tabun 1999, Dalam pasal
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lersebut terkandung  unsur-unsur
persckengkolun lender yang ko-
nokasinya pegatit, yakni herupa
peluku usaha, unsur bersekongkol,
unsur pihak lain. unsur mengatr
dan peoentuan pemenang tender.
Pada hakikatnya persekongkolan
tender merupakan suatu kepiatan
vane dilakukan, baik oleh pe-
nyedin maupun pengguna barang
dunn jasa untuk mengatur  dan
meneniukan pemenang ender.
Berdasarkan  ketentuan  yang
ada, mestinya tender udak periu
diatur dan ditentukan siapa peme-
nangnya. Biarkan semuanya ber-
jalan  sesual  dengan  prinsip-
prinsip scrta mekamisme  yang
sudah diatur dalam Keppres Ne.
&0 Tahun 2003 maupun dalam
LU No. 5 Tabun 1999, Sudah
saatnya pelaksanaan tender barang
dan Jusa menganutl prinsip-prinsip
efisiensi, efeknf, terhuka, bersaing
secara sehat, adit/non diskriminasi
serta akuntabel. Akan tetapi yang
terindi dalam praktik justru seba-
liknva. Banyak sekali terjadi pe-
langgaran terhadap prinsip-prinsip
tender serta bertentangan dengan
maksud dan tujuan tender atau
pengadiaan barang dan jasa i
sendiri. Padaha! maksud dan tu-
Juan diadakannya tender barang
dun jasa adalah untuk memper-
oleh penawaran harga yang ter-
baik, koalitas dan kuantitas serta
pelavanan yang memadai.
Berdasarkan jenisnya, perse-
kongkolan tender dapat dibedakan

@i%&

menjadi 3 (tiga) jenis. yaitu per-
sckongkolan tender secara hori-
zontal, perseskongkolan tender se-
cara vertical, serta jenis kombinasi
persekongkolan  horizontal dan
vertical, yaitu persckongkelan
tender yang terjadi antara panitia
pengadaan/panitian  lelang/peng-
guna barang atau jasa/pimpinan
proyek dengan pelaku usahaf
penvedia barang atau jasa Scria
antar pelaku usaha/penyedia ba-
rang atau jasa it sendiri untuk
saling bersekongkol dalam me-
nentukan siapa pemenang tender-
nya.

Namun dalam praktik dikenal
pula mekanisme (modus) perse-
kongkolan tender, yakni antara
lain tekanan terhadap penawaran
{(Pid suppressinn), peEnawaran sa-
ling melengkapi (complementary
bidding), perputaran penawaran
atau arisan lender (&id rotation),
serta  pembagian pasar {market
division). Mekanisme tender se-
perti inipun juga harus dilarang,
karena tidak sesnai dengan tujuan
utama penawaran tender, yakni
memberikan kesempatan  yang
seimbang bagi setnua penawar,
menghasilkan harga yang terbaik/
murah dengan ouiputkeluaran
yang optimal dan herhasil guna,
menghindari konspirasi di antara
para pesaing, atau antara penawar
dengan panitia/penyelenggara lc-
fang serta menciptakan persaingan
sehat, keadilan dan eflisiensi. Per-
sekongkolan tender yang berkait
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erat  dengan keberadaan kartel
(asosiasi) sebaiknya juga dilarang,
Di Jepang larangan perse-
kongkolan tender diatur  dalam
The Japunese Anti Monopalv Act
(Fhe AMA)Y Pasal 2 (6), UL No.
54 Tahun 1947 tentang Larangan
Monopolt Pribad: dan  Pelaksa-
naan Perdagangan Secara Terbhu-
ki. Persekongkolan tender senta
kartel dianggap sebagai tindakan
yang sccara serius memberikan
pengaruh negatif pada perekono-
mian nasional fepang. Di samping
ite persekongkolan tender dalam
industri konstruksi justru merupa-
kan sulah satu akar penyebab ter-
judinya kerupsi di lingkungan pe-
jubat pemerintah maupun poli-
tikus. Untuk mencegah terjadinya
persckongkolan tender, maka Ko-
misi  Pengawas Persaingan  di
Jepang (JFTC)-pun juga membuat
sedikitnya 4 {empat) pedoman
sebugw  pendukung pelaksanaan
Pasal 2 (& UU No, 54 Tuhun
1947 sera terdapat  beberapa
tindakan pencegahan  perkem-
bangan persekongkolan tender,
yakni berupa eliminasi pelang-
garan ULJ Antimonopoli, penetap-
an denda adminsitratif serta denda
pidana yang ditakukan oleh JFTC.
D1 samping it di Jepang juga
terdapat 3 (tiga}) pedoman yang
dibuat untuk mencegah serta me-
ngawast aktifiras asosiast perda-
gangun {kerely ikut melakukan
persekongkolan  tender  dengan
pengguna barang dan jasu
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hka diamat, pengaturan la-
rangan persckongkolan tender di
Jepang letih mapn dibandingkan
dengan pengaturan persekongkol-
an tender di Indonesia. Hal terse-
but dapat dibuktikan dengan ba-
nyaknya pedoman yang dibuat
sebagai pendukung pelaksanaan
ketentuan  karangan  persekong-
kolan tender di Jepang oleh JFTC.
[} Indonesia keteptuan mengenal
sanksi yang diatur dalam Pasal 47,
Pasal 48. dan Pasasi 49 UU No. 5
Tahun 1999, semuanya SeCara
khusus hanva ditwjukan bagi pe-
laku usaha yang terbukt melzng-
gar ketentuan larangan persekong-
kolan tender serta yang undang-
undang antimonopoli. Sementara
ite, terhadap panitiafpenyelengga-
ra tender atuu pejabat pemerintah
serta politikus yang terlibat dalam
kegiatan  persekongkolan  tender
dengan petuku usaha tiduk dikenai
sanks! seperti yang diater dalam
ketigy pasal fersebul, Dengan de-
mikian KPPU-pun tidak mempu-
nyal kewenangan untuk menjatuh-
kan sanksi kepada pejabat yang
berwenang (instansi pemmerintah)
yang lerbukti terlibat dalam perse-
kongkolan tender.

Piharapkan KPPU dapat men-
ciptakan suatu persaingan yang
sehat melilut penawaran tender
dengan lebih banyak membuat
peraturan yung menjamin giterap-
kannya prinsip-prinsip tender ba-
rung dan jusa secara transparan,
adil dan kredibel, serta berbagai
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pedoman yung diperlukan untuk
itw. UU No. 5 Tahun 1999 masih
menyimpan  hanyak kekurangan,
oleh karena itu terhbuka kemung-
kinun chlskukan revisi  ataupun
amandeman, ks sekiranva UL
tersebut dirasakun belum memba-
wa manfaat bagr kepentingan se-
mua pelaky usaha, Karena itu
perlu  dipertimbangkan  kembali
agar kelenwan Pasal 22 UU No. 3
Tahun 1999 vang mengatur perse-
kangkolan tender direvist atan di-
ubuh rumusan pasalnya terutama
vang berkait dengan penerapan
sinkst admenistranf dan padana
yang nantmyva dapat diterapkan,
batk bagi petako ussha maupun
panitelpejabat permerintah  serta
palitkus yang terhbat dalam per-
sekongkolan tender. Dengan de-
mikian KPPU nantinya dapat de-
ngan mudah menangani perkara
persckongkolan tender di Indo-
nesia.
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